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ARSTHRAK

Seringkali para pelaku kejahatan scksual (dalam bentuk perkosazn dan cabl
J, dipidana jaub lebih ringan dibanding dengan pidans vang diancam oleh Undang-
undang dan putusan pengadilan juga menunjukan tingginya tingkat jumlah pidana
veng berbeda terhadap jems kejshatan seksuval vanpg sama. Dan cerminzn hasil
putusan pidana tersebul menimbulkan sikap apatis/sinis masyarakat dan pidana tidak
lagy efekril menjadi alat pencegah dar suatu kejahatan. Dari latar belakang tersebut
fenbul objek permasalzhan yang diteliti antara lain kriteria-kriteria yang digunakan
Jaksa dalam tuntutan pidana dan hakim dalam putusan pidana terhadap pelaku
kejahatan seksval, proses penerapan ancaman pidana terhadap kejahatan seksual
dalam Pasal 285, 287, 289 dan 290 KUHP serta pertimbangan hakim dalam
menjatubikan pidana maksimal terhadap pelaku perkosaan, Penelilian ini dilakukan
dengan menggunakan pendekatan secara vunidis sosiologis yaitu penelitian bukum
yeng dilakukan di lapangan dikaitkan dengan proses penerapan ancaman pidana oleh
aparat penegak hukum terhadap pelaku kejahatan seksual. Dant hasil penelitian dapat
ditartk kesimpulan babwa dalam proses pencrapan ancaman terhadap kejahatan
seksual diperlukan adanya suatu pembuktian terhadap wnsur-unsur kejahatan,
tuntutan pidana dan pemidansan. Demikian pula jaksa juga hares membuat tuntutan
pidana sesuai dengan dakwaan yang dikenakan pada tersangka berdasarkan pada
perbuatan terdakwa, dampak dan perbuatan terdakwa dan keadaan diri dari pelaku
serta tindakan hakim dalam memperntimbangkan hal vang memberatkan dan
meringankan pidana dalam  menjetuhkan pidana  maksimal terhadap pelaku
perkosasn.



BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Indonesia adalah salab satu nepara hukum, dimana tap perbuatan
manusia diatur oleh hukum, Dalam sturan hukom e doentokan apa vang
menjadi hak dan kewapiban setisp orangwargs negama serta ditentukan pula
peraturan yvang dilarang dan diperbolehkan Earena fue seligp pelangearan-
pelangearan vang dilakukan terbadap ketentuan hukum wersebut, khosusnyva
pelangraran terbadap ketentuan hukum pidana diberikan sanks vang sctimpal
dalam bentuk hukuman atau pudana,

Melangear ketentuan hukum pidana pada hekekatnya merupakan
rerbuatan jahat vang dapat menimbulkan kekacavan dalam masvarakat scrta
merusak ataw merugikan masvarakat'individu, Karena du sebapan pembalasan
dan untuk  membenkan kepuasan kepada  masvarakal maka nepgara
menentukan babwa setizp orang yang melanggar ketentuan hukum pidana
harus diberikan atau dijatuhn hukuman setimpal dengan perbuatannya Sepen
dikatakan Herbarl vang dikulip oleh Prof. Satochid Kananegara dalam buku
“Rumpulan kuliah hukum pidana 7 babwa kejahmizn o menimbulkan resa

hddak enak pada oreng lam, maka untuk melenyvapkan rasa tidak enak tadi



arus diberikcan hukuman pada omang vang menimbulian perasaan (adi agir
mesvarakat puas,’

Dika Kia Derbicara masalah kepabatan, maka pembabaszan kita tidak
akun hakis-hgbisnva Karena memang kepahatan it ada bersamaan dengan
adwiya misvarakat, schab itulah Kejuhatan udak akan dapu dikikis habis
delam keludupan masyarakal. Namun bukan berami kejahatan tidak dapat
ditangeulangl, sekurang-kurangmya kejahatan ine dapat dikerangi Lualitas dan
huatiistasiva dalam masyarakar Dalam hal inilal persn dari hukum dan
aparainya diperlukan disamping peran dan kesadaran hukom der masvarakar,

Salah satu bentuk kejahatan vang banyak mendapar perhatian dewssa
miadalah kejahatan terhadap  kesusifaan  khuswsnva vang  menyangkut
hubungan scksual dalam bentuk cabul atau persetubuthan di huar perkawinan,
batk wveng dilakukan dengan kekerasan atay ancaman dengan menggmmakan
kekerasan (Pasal 285 dan 289 KUHP) maupun yang dilakuken terhadap
wanita vang belum cukup umur (belum berumur 15 tahun) atau belum patu
dintkahi (Pasal ZE7 dan 290 KUHP). Perbuatan it tidak saja di pandang
sehagai perhuatan yang difarang dan dapat diancam pidana atan hukuman
berat oleh Undeng-undang melainkan juga oleh nomma-norma adat dan agama.

kitab Undang-undang Hukom Pidana secara khusus telah mengatur
kejahatan tentang persetubuhan dengan kualifikase tertentu dalam Pasal 285-
28T KUHP. Pasal X85 RUHP (Pakoswsn) mengator persetubuhan vang

dilakukan rerhadap wanita difuar perkawinzn denpan menpgunakan cara-cara

' Sarochid kananegare, Husun: Pdana 1Eampulan Bolials, Bata Lekior Mahasiswa, Jakara
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kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap pelakunva diancam maksimal
pidana penjara 12 tahun, Pazal 286 KUHP menpatur persctubuhan yang
dilakukan terbadap wanita vang dalam keadaan pingsan/tidak berdaya dengan
ancaman pidana maksonal 9 tahun pemara dan Pasal 287 K1UJHP mengatur
persetubuhan vang dilakukan lerhadap wanita yang diketahui atau patut
didupa oleh pelaku belun mencapal usia 15 tabun atau belum patut dikawini,
dipidana maksimal @ tahun penjara

Pidana berat tidak saja diancam bagl serangan-serangan seksual dalam
bentuk khusus (persetubuhan), teap jusa seranpan-serangan seksual dalam
bentuk umum atau cabul dalam Pasal 28%-290 KIJHP. Perbuatan cabul yang
dilakukan terhadap wanita diluzar perkawinan dengan cara kekerasan atau
ancaman kekerasan, diancam maksimal pidana penjara 9 tahun (Pasal 289
ELUHP) dan Pasa]l 290 KUHP mengatur perbuatan cabul terhadap orang vang
dalam keadaan pingsan atau wanita vang diketahui atau patet diduga oleh
pelake belom mencapal umur |5 tghun atau belum patut dikawini tau
membujuk untuk melakukan ataw membiarkan dilakukan perbuatan cabul glau
persetububan dengan wanita yang belum mencapar usia 15 tahun atau belum
patut dimkahi diancam maksimal pidana 7 tahun penjara.

Dengan diterapkannyva sistem pemidanaan “strat minima cemuwm: (satu
han untuk jenis pidana penjarakurungan) dan Tsteal maxima khusus™ bag

masing-masing tindak pdana, maka bakim mempunyal kebebasan dalam

penarapan atay pemberian prdana pada pelako kejabatan antara jumlab pidana
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minimum wmum dan jumlab pidana maksimum khusus menurut masing-
masing pasal lincak pidanﬁ.:

Dengan adanva kebebasan hakim dalam menentukan jumlah pidana
tersebut, teclihat hakim cenderung meminimalisasikan pidana, termasuk dalam
keiahatan-kejahatan  seksual dengan kualifikasi tertentu dalam  KUHP,
sebagaimana  tercermin dalam putusan pemidanzan/penghukuman i
Pengadilan MNepen Padang nampak terlibat uniuk jemis kejahatan perkosaan
{Pasal 285 KUHP) pelaku dipidana secara sama yaitu 5 tahun, berani kurang
Y2 dari ancaman pidana maksimum (12 tahun penjara) vang ditetapkan
Undang-undang. Untek Pasal 287 KUHP pelaku pidanz antara [-3 tabun vang
ancaman pidana maksimumnya 9 tahun penjara, demikian pula dalam Pasal
289 KUHP dipidana <1 tahun penjara,

Jadi pidana yang dyatuhkan menunjukkan suvatu keadaantingkat
jumlah pidana yang berbeda untuk jenis tindak pidana vang sama (disparity of
sentences).  Disamping mencerminkan  disparitas  pidana, pidana  vang
dijatuhkan jauh dan maksimum pidana, vang lebih menyolok terdapat dalam
pelanggaran Pasal 289 KUHP, hal ini akan dapat menyebabkan kurangnva
kepercavazn masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan Karena
perbedaan yvang menyolok antara maksimum "in abstracto™ dengan pemberian

prdana  Tin o cangcrelo”  dapal menjadi fakior  kemdnogen  dan dapat

“Inid, Hal 328



memimbulkan  sikap  apatis’sinis masyarakat terhadap  ancaman  pidana
maksimum vang dit-::tapkan.':

Kita menvadan babwa KUHP masith merupakan produk Kolonial
Hindia Belanda vang berlaku i Indoncsia berdasarkan asas korkondansi,
FUHP tidak memandang perbuatan persetubuhan diluar perkawinan sebagai
perbuatan yang dapat dihukom /dipsdana, karena itu membatasi pemindansan
dalam perbuatan-perbuatan sekseal &1 luar perkawinan depgan kualifikasi-
kualifikast termentu. Sedangkan bazi kita hangsa Indonesia khususnye
masyarakal Sumatera Baral, berbeda pandanpan dengan Kuiab Undang-
Urdang Hukum Pidana tersebut, karema pada prinsipnya  memandang
persetububan diluar perkawinan sebapai perbuatan vang dapal dipidana,
Sebagamana pernah diputuskan Pengadilan Megent Padang bahwa masing-
masing pelaku dipidana 7 bulan penjara dan 4 bulan penjara” Demikian pula
delam pandangan apama Islam yang mavoritas dianut masyarakat Indonesia
vang bersumberkan Al-Qur'an surat Annur ayat 2 vang menghukum pelaku
zina denpan hukuman cambuk 100 kali

Dart urgian diatas jelaslabh bakws masalabh kejahatan scksoal bukan
hanva masalah pelaku dan korban tetapi tidak terlepas dan masalah
masyarakar, karena telah merusak nilai-nilai moral, adat dan apama yang
dranut dan divakimi masyarakat. Qleh sebab e perlu dipertimbangkan pidana

vamg  tepat dan o seswa dengan nila-nilal keadilan yang  dianot dalam

T Barda Mawawi Ariel, (980, Fehijakan Hubum Pidaia Dalan Bonsep KUHP Barg, Bahan
Penztaran Krmimolop Unand, Padzang, Hal. 26
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masyarakat itu sendirl. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penslinan
dan mengangkat masalah mi dalam bentuk suatu karyva ilmiah ¢ skripst dengan
judul  PROSES PENERAPAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN SEKSUAL YANG TERKUALIFIKASI DALAM PASAL

2835, 287, 282 DAN 200 KUHP DI PENGADILAN NEGERI PADANG,

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penulisan vang dikemukakan diatas, maka
masalah vang akan dibahas dalam penulisan i adalah ;
1. Kriteria-kriteria apa vang dipunakan jaksa penuniut umum dalam tuntutan

pidana dan hakim dalam putusan pemidanaan bagi pelaku kejahaian

seksual ?

2. Bagmmana proses penerapan ancaman pidana terhadap kejahatan seksual
vang terkualifikast dalam Pasal 285, 287, 289, dan 290 KUHP 7

3. Bagmmana perlimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimal

terhadap pelaku kejshatan perkosaan 7

C. Tujuan Penelitian
Adapun vang menjadi tujuan dar penalisan ini adalah
1. Untuk mengetabui kntena-kntenia yang digunakan jaksa penuntut umum

dalam tuntutan padana dan hakim dalam menentukan pidana bagi pelaku

kejahatan seksual

[

Untuk mengetahur proses penerapan ancaman pidana lerhadep kejahatan

seksual vang terkualifikas dalam Pasal 285, EIE'?, 289, dan 290 KUHP



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penclitian dan pembahasan di ates, penulis mengambil
kesimpulan dan memberikan saran-saran tentang * Proses Penerapan Ancaman
Pidana Terhadap Kejahatan Seksual Yang Terkualifikasi Dalam Pasal 285,
287, 289 dun 290 KUHP i Pengadilan Neperi Padang™.

A. Kesimpulan
I Kritena-kritena yang dipunakan jaksa dalam wntutan pidana tersebus
adalzh terdapatova beberapa fakior seperti perbuatan terdakwa, keadaan
dinn pelake tindak pidana dan dampak dari akibat perbuatan yang
difakukan oleh terdakwa, sedangkan hakim dalam putusan pemidanaan
juga  mempertimbangkan  pads  hal-hal  vamg  memberatkan  dan
menngankan pidang serta memperhatikan sifat baik dan jahat dar
terdakowa.

2. Proses penerapan ancaman pdana yvanp  dijaluhkan terhadap pelaku
kejahatan scksual vang dalam hal i tidak terlepas dar peran apara
penegak hukum dengan cara melakukan pembuktian terbadap unsur-unsur
kejabatan, luntutan pidans serta putusan padana vang diberikan olch hakim
berdasarkan pada dakwasn yang didakwakan terhadap pelaku perkosaan

30 Adapun pertimbangzan hakim dalam mengatuhkan pidana maksimal
terhiacdapr pelaku kejahaten perkossan i perlu sdanya beberops pedoman

diantaranva dalam kasus-kasus kejahatan perkosaan terscbut hakom harus
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